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PUTUSAN
Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

7 AL
S o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat / tTanggal lahir Pekanbaru / 16 Agustus 1961, umur
62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pagar Alam / 21 April 1957, umur 66
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kota
Pekanbaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang
pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22
Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 16 April 1999 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Curup,
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Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor XXXXXV/99 tertanggal 17 April 1999;
2, Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan
dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Kota Bengkulu selama lebih
kurang 7 bulan, dan terakhir tinggal bersama di Kota Pekanbaru;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak
yang masing-masing bernama:
3.1. ANAK 1, laki-laki, Umur 34 Tahun, lahir tanggal 17 Juni 1989, di
Pekanbaru;
3.2. ANAK 2, Perempuan, Umur 23 Tahun, lahir tanggal 29 Februari
2000, di Pekanbaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak bulan Desember tahun 1999;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
karena:
5.1. Karna Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada bulan Januari tahun 2000, pada saat itu Tergugat dan Penggugat
bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 23 tahun 7
bulan dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah
Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari
keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh

Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :
Jika Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu
tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, tertanggal 10 Agustus 2023, yang menjelaskan bahwa Tergugat
tidak diketahui lagi alamat / tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXV/99, tanggal 17 April 1999,
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Curup,
Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, bukti surat tersebut telah
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dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P);

Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah
memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
adik ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah
menikah pada tahun 1999 di KUA Curup, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Curup, kemudian pindah di JI. Melati Kelurahan Harjosari, Kecamatan
Sukajadi, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak akhir tahun 1999 sudah tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat dari cerita dan pengaduan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2000;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sebab sejak pergi
Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanTergugat juga tidak
pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui
tempat tinggalnya yang sampai sekarang sudah berjalan 23 (dua puluh
tiga) tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat,

namun tidak berhasil
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- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,
namun tidak berhasil
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah
menikah pada tahun 1999 di KUA Curup, Provinsi Bengkulu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Curup, kemudian pindah di JI. Melati Kelurahan Harjosari, Kecamatan
Sukajadi, Kota Pekanbaru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak akhir tahun 1999 sudah tidak harmonis lagi karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkabh;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat dari cerita dan pengaduan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2000;

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, sebab sejak pergi
Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanTergugat juga tidak
pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak diketahui
tempat tinggalnya yang sampai sekarang sudah berjalan 23 (dua puluh
tiga) tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat,
namun tidak berhasil

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat,
namun tidak berhasil
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Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya
mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat
diketahui kesimpulannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa
tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya
mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
kepada Penggugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan
Desember 1999 masalah ekonomi, yakni Penggugat tidak dinafkahi oleh
Tergugat. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2000, pada saat itu
Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,
dan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat
namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan sesuai dengan Keputusan
Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang
Pemberlakuan Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
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Agama, Edisi Revisi 2014, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974,
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami
istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan
perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah
perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim
berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan
perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang
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dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut
selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi
saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di
bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg,
sehingga kedua orang saksi a quo telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah
berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu
dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg,
dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di
persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor XXXXXV/99 tanggal 17 April 1999 dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong,
Provinsi Bengkulu;

2.

Bahwa sejak akhir tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
masalah ekonomi yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat;

3.

Bahwa pada awal tahun 2000 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran
Tergugat pergi meninggalkan kediaman besama, dan sejak saat tersebut
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi

dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
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4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara,

melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan

Penggugat dan Tergugat kembali;

5.
Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras
ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1.
Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah
menikah pada tanggal 17 April 1999 di KUA Curup Kabupaten Rejang
Lebong Provinsi Bengkulu;
2.
Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami
keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah
tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri
tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing,
yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang
timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus
tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Erina, M.H.
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sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursyamsiah, M.H., dan Drs. M. Taufik, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zuriati, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis,
Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H Dra. Erina, M.H.
Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Zuriati, S.Ag.
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran © Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00
Perkara
3. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp350.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp10.000,00
JUMLAH :  Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

HIm 11 dari 11 him Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



